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ABSTRAK

Hak ex officio hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh
hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan
tertentu di luar peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian nafkah
iddah dan muth’ah merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus
ditunaikan suami terhadap istri, tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui
hak-hak yang harus didapat pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak
ex officio. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang
menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk
memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi
mantan istri”. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di pengadilan agama
saat ini khususnya pengadilan agama yang berada diwilayah D.l. Yogyakarta, hak
pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada yang diputus secara ex officio
seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah madhiyah sebagai bentuk
perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak diputus secara ex officio
seperti hak hadhanah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Berdasarkan
hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut
terkait penggunaan hak ex officio hakim terhadap hak mantan istri dan hak anak
pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseacrh) dengan
menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori yang digunakan dalam
penelitian adalah teori hukum progresif bahwa pelaksanaan hukum harus memberi
manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia.

Hasil penelitian ini adalah pertama, hak ex officio hakim penggunaannya
adalah ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara ex officio
hakim Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta dapat menghukum bagi suami
untuk memberikan nafkah iddah dan muth’ah sebagai bentuk perlindungan
terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan rekonpensi tentang
nafkah iddah dan muth’ah kepada suami. Selanjutnya dalam pengasuhan anak
pasca perceraian menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan
terbaik bagi anak. Dalam hal biaya dan nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban
ayah terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim
secara ex officio dalam menentukan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan
suami. Didalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. kedua, Dasar
hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta dalam menggunakan hak ex
officio adalah 1). Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 2). Pasal 24
ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 3). Pasal 149 huruf a
dan b Kompilasi Hukum Islam, 4). Asas equality before the law, selanjutnya
pertimbangan hakim dalam penggunaan hak ex officio di Pengadilan Agama Se-
D.I. Yogyakarta dengan melihat beberapa aspek dalam mengambil keputusan
yaitu 1). Segi kepatutan hukum, 2). Segi kelayakan hukum, 3). Segi keadilan
hukum, 4). Adanya tuntutan subsider, 5). Keberanian hakim.

Kata kunci: Hak ex officio, Hak Istri, Hak Anak, Hakim
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik diatas)
d Jim j je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah) ka
« Kha’ kh dan ha

2 Dal d de

3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J R r er

J Zai z zet

o Sin S es

ol Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)

viii



b Ta’
b2} 7a’
4 ‘Ain
d Gain
- Fa’
a Qaf
d Kaf
J Lam
2 Mim
d Niin
3 Waw
° Ha’
s Hamzah
¢ Ya

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
o]
ka

<

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

Ta’marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h




LR

ditulis

ditulis

Hikmah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

el Y1) S

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

hdliBls ditulis Zakah al-fitri
IV. Vokal Pendek
_ . fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
o dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif dlala ditulis a : jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (g ditulis a :tansa




3 | Kasrah + ya’ mati p s ditulis I :karim
4 | Dammah + wawu mati o8 ditulis i : furid
V1. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
aSiy ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
Jé ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
@ i ditulis u'iddat
S ol ditulis la’in syakartum

VIll. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “I”

Sal

bl

rg

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Xi




¢ Lol ditulis as-Sama’

Cadd) ditulis asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w2 Al 593 ditulis Zawi al-furid

asud) Jaf ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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MOTIO

...... B N SETER EISET I SPUETE

... Allah Menghendaki Kelapangan Bagimu dan Allah Tidak,

Menghendaki Kesulitan Bagimu. .. (QS. Al-Bagarah : 185)
|3 pmux3Y g1 5 s

Permudahlah jangan dipersulit. ..
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Pensembatan
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agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja
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Saudara seRandung dan Reluargaku tercinta yang tak henti
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Guru-guru dan Dosenku tercinta yang telah memberikan
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Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah,
serta inayah-Nya hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad
SAW. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita
bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan

syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Hak ex officio dan
ljtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta”, penulis ucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk
kelancaran dan kesuksesan penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari
bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala

kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
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kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Kepada Ibu Rof’ah, B.S.W, Ph.D selaku koordinator program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

. Segenap Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada umumnya dan program studi hukum Islam konsentrasi
hukum keluarga pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan
pengetahuannya kepada penuis. Juga kepada karyawan dan karyawati
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pelayanan administrasi dengan baik.

Ketua Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta meliputi PA Yogyakarta,
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beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu memperlancar penelitian
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. Terima kasih banyak kepada orangtuaku Bapak Kastolani dan Ibu Baridah
atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih
sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kebahagiaan dalam
kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan itu bisa ditunjukan dengan rasa saling
menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
seorang suami istri. Suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya
sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban
tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami
merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami.
Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan
pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidaklah
mudah, suami istri akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga
yang pada akhirnya pernikahan itu tidak dapat dipertahankan kembali sehingga
perceraian itu terjadi. Ketika suami istri dihadapkan dengan permasalahan yang
memang benar-benar tidak dapat diselesaikan, maka perceraian bisa dianggap
sebagai solusi terakhir dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI jo pasal 39

39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,



Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib:*

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam
iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam
keadaan tidak hamil;

¢. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila
gobla al dukhul,

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun

Dijelaskan juga dalam QS. Albagarah ayat 241:

2 il slo B g prally plia lillaall

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh
suaminya harus diberikan pemberian mut’ah yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban
suami terhadap istrinya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41
dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari
itu adalah:®

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak,Pengadilan memberi
keputusannya

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

! Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.
2 QS. Al-Bagarah (2): 241.

% pasal 41 UU No 1 Tahun 1974



Dari ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat
dipahami bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang
bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan, pasal 41 ini lebih
memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban
suami atau bekas suami jika ia mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan
Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.*

Hakim sama dengan gadli yang artinya memutus, sedangkan menurut
bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan
menetapkannya.” Adapun pengertian menurut Syara’ yaitu orang yang diangkat
oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan,
perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa
sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.’° Sebagaimana Nabi
Muhammad SAW telah mengangkat gadli untuk bertugas menyelesaikan sengketa
diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan
wewenang ini pada sahabatnya.

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh
Undang-undang untuk mengadili. Pengertian hak ex officio hakim adalah hak
untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya

adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

* Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perata Di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 430.

® Muhamad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa Imran, (Surabaya: Bina
limu, 1993), him.20.

® Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam,
(Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), him.29.



Hak ex officio hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatanya
untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut
tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta
karena jabatannya. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf ¢ Undang-undang
perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk
memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan
istrinya.” Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa
putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut,
memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan
hal- hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya
dalam putusannya tanggal 23 mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa
meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang
penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan
berapa sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3
HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung
berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi
apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam
hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam
menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar
memberikan putusan yang benar- benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam

putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa

" Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-6, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him.11.



mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai
dengan kejadian materiil diizinkan.?

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan
hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4
ayat (2), yang menyatakan “pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.’ Misalnya dalam
perkara cerai talak ketika termohonnya adalah orang yang awam biasanya pada
tahap jawaban termohon hanya menjawab sekedarnya dan selanjutnya mengakui
semua dalil-dalil permohonan pemohon. Patut diduga termohon mengalami beban
mental di depan sidang, jangankan mengajukan rekonpensi melihat majelis hakim
di ruang sidang bagi termohon adalah ketakutan tersendiri. Maka di sinilah
pentingnya peranan hakim dalam memimpin jalannya persidangan. Hakim
berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan
rintangan dalam rangka menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan Firman
Allah SWT yang berbunyi:

| aSiad o il (s iaSin 135 el () LY 5353 o oS el ) )
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® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet ke-5, (Yogyakarta:
Liberty,1998), him.216.

% Angota IKAPI , Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Makamah Agung,
(Bandung: Fokus Media, 2010), him. 112.

19Qs. An-Nisa (4): 58.



Bagi seorang hakim, hukum progresif merupakan hukum yang bertumpu
pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-
undang. Mengunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan
memberikan keadilan apalagi tak selamanya Undang-undang bersifat adil, terkait
dengan hak pasca perceraian, seorang hakim mempunyai ex officio dimana dalam
memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada
argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang. Dalam pasal 41 huruf (c) UU
No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada
mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu
kewajiban bagi mantan istri”.'* Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di
Pengadilan Agama saat ini, hak pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada
yang diputus secara ex officio seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah
madhiyah sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak
diputus secara ex officio seperti hak hadhanah. Hak asuh anak (hadhanah)
merupakan permasalahan yang seringkali terjadi dalam perceraian. Hal ini
disebabkan karena perceraian seringkali masih menyisakan permasalahan.
Perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri serta merubah
status masing-masing menjadi mantan suami dan mantan istri namun tidak
meredakan konflik diantara mereka. Konflik pihak orangtua yang kemudian
berujung pada perebutan hak asuh jelas sangat memengaruhi kondisi psikologis
anak, sudah menjadi tugas seorang hakim untuk memberikan kepentingan yang

terbaik sebagai bentuk perlindungan bagi anak.

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2006), him, 327.



Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan
penelitian lebih lanjut terkait penggunaan hak ex officio hakim terhadap hak istri
dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY sebagai bentuk
perlindungan bagi mantan istri dan anak dengan melihat beberapa putusan dari
tahun 2013-2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka munculah pokok permasalahan
yang hendak dikaji, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan hak ex officio hakim dalam memberikan
perlindungan terhadap hak istri dan hak anak di Pengadilan Agama Se-DI1Y?

2. Apa pertimbangan dan alasan hakim dalam penggunaan hak ex officio
terhadap penetapan hadhanah, nafkah ‘iddah dan muth’ah di Pengadilan Se-
DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kapan hakim menggunakan dan tidak menggunakan hak
ex officio terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di Pengadilan se-
D.l. Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus hak
pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah juga
hadhanah itu apakah diputus secara ex officio, atau tidak diputus secara ex

officio.



Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, diantaranya adalah:

1. Dapat memberikan konstribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan Hukum
Keluarga khususnya bagi peneliti, juga akedemisi yang memiliki konsentrasi
pada disiplin ilmu tersebut.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada
seluruh masyarakat khususnya dalam memahami hak-hak yang harus
dipenuhi pasca perceraian.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan hak ex officio hakim bukanlah
menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada
beberapa karya ilmiyah yang membahas hak ex officio hakim. Misalnya, Skripsi
karya Suyadi dengan judul “Analisis Yuridis Penarapan Hak ex officio Hakim

Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama

Bangil”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana seorang hakim menggunakan hak ex

officio untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri, karena

hampir setiap perkara perceraian karena talak dari suami, hakim di Pengadilan

Agama Bangil menggunakan hak ex officio yang dimiliki, kecuali istri terbukti

nuzyus atau istri merelakan haknya tidak diberikan, pendekatan yang digunakan

adalah yuridis-normatif.*?

Skripsi lainnya yang relevan adalah karya Solikhul Hadi dengan judul

“Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungn

12 Suyadi, Analisis Yuridis Penarapan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri
Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.



Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)”. Skripsi ini membahas
tentang pandangan hakim PA Sleman terhadap hak ex officio. Hasil penelitian ini
adalah hakim PA Sleman sangat setuju dengan penggunaan hak ex officio hakim
karena hal tersebut selain sudah menjadi tanggung jawab suami juga untuk
memberikan pelajaran kepada suami serta menjamin kehidupan hak anak dan juga
mantan istri setelah bercerai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-
normatif."
Selanjutnya skripsi karya dari Ari Triyanto dengan judul “Penerapan
Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak ex officio Dalam Perkara Cerai Talak
Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007”. Skripsi ini membahas
tentang penerapan asas Ultra Petitum Partitum dan hak ex officio hakim dalam
perkara cerai talak yang menjelaskan apabila tidak ada tuntutan dari salah satu
pihak, maka hakim tidak berhak melakukan apa-apa dan hal ini bertentangan
dengan hak ex officio yang mana hakim harus menggunakan haknya untuk
keadilan walaupun tidak ada tuntutan dari salah satu pihak. Pendekatan yang
digunakan adalah yuridis-normatif.**

Karya lainnya terkait penelitian ini adalah skripsi yang disusun oleh

Ikhsan Nur Rizqi dengan judul “Analisis Maslaha Terhadap Pertimbangan Hakim

Dalam Menerapkan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara

13 Solikhul Hadi, Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak ex officio Sebagai
Perlindungn Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006), Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¥ Ari Triyanto, Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak ex officio Hakim
Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007 , Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008
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Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2012-2014)”.
Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bantul menggunakan
hak ex officio untuk memutus nafkah iddah maupun muth’ah dengan analisis
maslaha mursalah, hal ini bisa dilihat dari putusan PA Bantul dari tahun 2012-
2014,

Kemudian tesis yang ditulis oleh Lis Mu’alifah dengan judul “Hadhanah
Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap”. Tesis ini dijelaskan
bahwa peneliti membaca putusan-putusan yang berkaitan dengan hadhanah dan
nafkah anak pasca perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap pada
tahun 2008 kemudian melihat pelaksanaan hadhanahnya melalui para pelaku
perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris™®

Ada perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang
dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis oleh Suyadi lebih fokus kepada cerai talak
saja dengan teori dan pendekatan yang berbeda. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh penulis tidak hanya fokus kepada cerai talak saja tetapi cerai gugat
juga serta bagaimana konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Solikhul Hadi
dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah putusan yang dianalisis hanya

putusan Pengadilan Agama Sleman yang diambil hanya tahun 2006 saja

15 |khsan Nur Rizqi, Analisis Maslaha Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Menerapkan Hak ex officio Hakim Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi
Putusan Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2012-2014)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

16 Lis Mu’alifah, Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap,
Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
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sedangkan penulis mengambil dari beberapa putusan pengadilan agama Se-D.I
Yogyarkarta dari tahun 2013-2015.

Kemudian perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Ari Triyanto
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Ari Triyanto
fokus kajiannya tentang asas ultra petitum partium, sedangkan fokus kajian
penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana praktek dan tujuan serta
nilai-nilai seorang hakim dalam menggunakan hak ex officio sebagai bentuk
perlindungan terhadap mantan istri dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Nur Rizqi merupakan penelitian
yang dilakukan hanya di Pengadilan Agama Bantul saja dan analisis yang
digunakannya adalah maslahah mursalah, sedangan penelitian yang dilakukan
penulis penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dimana seorang hakim tidak
hanya melihat aturan yang ada dalam Undang-undang tetapi harus
mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya perbedaan dengan tesis yang ditulis oleh Lis Mu’alifah adalah
Lis Mu’alifah hanya fokus kepada Hadhanah saja, sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh penulis tidak hanya menjelaskan tentang hadhanah saja tetapi
nafkah iddah, muth’ah, madhiyah dan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

E. Kerangka Teoritik
Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seorang baik berupa

hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggal, yang biasa disebut hak asasi
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manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan
sesamanya.’’

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan
hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada
seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak
yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain
tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan seseuatu atu tidak melakukan
sesuatu.’® Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum
perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan
dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari
suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak suami istri dalam
perkawinan termasuk hak relatif.*°

Hak Ex-officio hakim adalah hak yang melekat karena jabatan
kehakimannya, dimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara keluar dari
aturan baku selama mempunyai argument yang logis sesuai Undang-undang.
Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka
mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membeda-bedakan orang,

para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai

17 Zainudin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 27.

18 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Huku Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 120.

¥ Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakhh Perkawinan Karena Ketidakmampuan
Suami Menunaikan Kewajiban, (Jakarta: Pedoman Imu Jaya, 1989), him. 8.
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dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama,yaitu:

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum.
Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya
menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup

berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.?

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan
untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad
dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan
nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi
bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah

mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.*

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di
Indonesia bukanlah suatu permainan (game) untuk mencari menang, melainkan

mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progrsif semakin jauh dari cita-cita

2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:
Bayumedia, 2005), him.1

2! Saifur Rohman, Menembus Batas Hukum, Opini Kompas, 22 januari 2010
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“pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan
pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang
disebut fair trial dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan

dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.?

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah
menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan
(according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to
very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya
kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain,
penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi,
komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari

jalan lain daripada yang biasa dilakukan.?

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat
manusia bahagia.?* Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum
adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran
hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas,
yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan

manusia. ltulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka

22 1bid, him. 276

% Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), him. Xiii.

 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas
Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, ,( Yogyakarta: Antony Lib, 2009, him. 31.
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hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa

untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum
hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan
bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum
bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan
subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini
semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-

problem kemanusiaan.

Hakim sebagai judge made law® dan sebagai penjelmaan dari hukum,
wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah perubahan
sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan contra legent
apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan
tidak sesuai dengan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa
dan kesadaran masyarakat.”® Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan
dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa,

mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan

% Judge made law adalah hakim sebagai pencipta hukum berdasarkan keyakinannya.

% Hartini, Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium, Jurnal Mimbar Hukum,
(Juni, 2009)
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demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu
perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.*’

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus
mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis
sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam
putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal
justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).?®

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok
pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus
memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan
dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-
undang tersebut adil, bermanfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika
ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah keadilan.?

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan
keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang
hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat
memerluka pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang

mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Pencantuman

2" Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 6.

%8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct),
Kode Etik Hakim, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), him. 2.

% Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim... ..., him. 126.
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ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh
masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukkan dalam
kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum,
undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban
amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil.
Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka
hakim wajib berpihak pada keadilan moral (moral justice) dan menyampingkan
hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik
adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the
living law) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksud disini adalah bukan
keadilan proseduril (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai
dengan hati nurani hakim.*

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan
hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4
ayat (2), yang menyatakan “pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dalam pasal 41 huruf ¢ Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya

% Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim....., him. 128.
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penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya, maka
hakim karena jabatannya dapat mewajibkan atau menghukum dalam putusan
tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya tanpa harus ada permintaan
dari pihak istri.** Berdasarkan pasal 41 huruf ¢, kata “dapat” ditafsirkan boleh
secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan hak-hak pasca
perceraian sebagai bentuk perlindungan.

Selanjutnya setelah terjadinya perceraian, pengadilan memutuskan siapa di
antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan
pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak
asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling
layak untuk menjalankan hak asuh. Perlu adanya prinsip kepentingan terbaik bagi
anak dalam hadhanah pasca perceraian yaitu menempatkan posisi anak sebagai
sebagai pihak yang harus dilindungi. Perlindungan dilakukan melalui pembuatan
aturan yang responsif terhadap kepentingan anak, pelaksanaan kebijakan yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan upaya-upaya
dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak,
meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya
sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun
secara psikis. Anak tetap dapat berhubungan dengan kedua orang tuanya tanpa
perasaan tertekan atau dihalang-halangi oleh siapa pun. Putusan mengenai

penentuan kuasa anak dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan anak,

31 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), him. 219.
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bukan semata-mata kepentingan salah satu orang tuanya. Prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (best interest of the child) mengingatkan kepada semua
penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam
pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran
orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang
menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran kepentingan
anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong,
tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.*?
Persepsi-persepsi inilah yang sering terjadi dalam pengasuhan anak pasca
perceraian.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (field
research)®® yang memiliki keuntungan yaitu dapat memperoleh informasi dan
data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna
informasi dari hasil penelitian ini dapat memformulasikan data atau informasi

terkini.>*

2. Sifat Penelitian

%2 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.

% Field research adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan
mendalam terhadap suatu obyek dengan mempelajarinya secara kasus.

¥Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha limu, 2010), him. 42.
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Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang penerapan hak ex officio hakim terhadap hak istri dan hak anak
pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologi
hukum.* Dalam hal ini melihat dimana seorang hakim tidak hanya melihat aturan
yang ada dalam Undang-undang tetapi harus mempertimbangkan tata nilai budaya
yang hidup dalam masyarakat di Pengadilan Agama Se-DIY.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
digolongkan menjadi  sumber data primer®, sumber data sekunder®’ dan data
tersier®,

Sumber data primer yang dipakai untuk bahan penelitian ini adalah hasil

wawancara dengan 9 (sembilan) hakim Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta

% Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan
masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakatan dan sebaliknya perubahan
masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Lihat Soerjono Soekanto,
Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta: PT. Bina Aksari, 1988), him. 17.

% Sumber data primer adalah data dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data primer
merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan
untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

%" Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

%8 Sumber data tersier yaitu sumber yang bisa membantu data primer dan data sekunder.
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yakni 1 hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 1 hakim Pengadilan Agama
Wonosari, 1 hakim Pengadilan Agama Sleman, 3 hakim Pengadilan Agama
Bantul dan 3 hakim Pengadilan Agama Wates. Selanjutnya sumber data
sekundernya adalah data laporan tahunan yang diputus di pengadilan agama se-
D.l. Yogyakarta dari tahun 2013-2015, undang-undang dan beberapa karya yang
berkaitan dengan Hak ex officio hakim Sedangkan untuk data tersier penyusun
menggunakan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara) *

Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi struktur dengan pertanyaan
terbuka, fleksibel tetapi terkontrol dengan mewawancarai 9 (sembilan) hakim
Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta yakni 1 hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta, 1 hakim Pengadilan Agama Wonosari, 1 hakim Pengadilan Agama
Sleman, 3 hakim Pengadilan Agama Bantul dan 3 hakim Pengadilan Agama
Wates.

b. Dokumentasi*

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa arsip-arsip dan dokumen

Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta berupa data perkara perceraian dari tahun

2013-2015, data faktor-faktor terjadinya perceraian dari tahun 2013-2015,

% Wawancara adalah sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau
berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Lihat Haris
herdiansyah, Metode Penelitian Kualtatif Untuk llmu-llmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika,
2010), him. 118.

“0 Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang
subyek . Lihat Ibid.
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putusan-putusan pengadilan agama di wilayah D.l. Yogyakarta dan juga data-data
yang ada diluar pengadilan yang dapat mendukung penelitian ini seperti buku-
buku yang relevan dengan penelitian.

6. Metode Triangulasi

Triangulasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menggabungkan
berbagai teknik pengumpulan data dan bersumber pada data yang telah ada.*
Triangulasi yang dilakukan oleh penulis secara otomatis akan menguji kredibilitas
data. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber
data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.** Sedangkan
penelitian ini menggunakan triangulasi metode.

Triangulasi metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan
metode pengumpulan data, apakah metode yang didapat dengan metode interview
sama dengan observasi atau apakah hasil observasi sama dengan ketika di-
interview. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data , apakah
sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang
sama atau berbeda, apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan
perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang

berbeda.*?

* Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), (Bandung: Alfabeta, 2013),
him. 327.

*2 Burhan Mungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 256.

3 Ibid,. HIm. 257.
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7. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan informan dalam penelitian ini dengan  metode
pursosive sampling vyaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu.** Pursosive sampling berguna untuk mendapatkan informasi atau
responden yang tepat yang menguasai permasalahan yang menjadi obyek
penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta.

8. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah.
Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah
penelitian.”® Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam pengelohan data ini
adalah:

a. Tabulasi dan klasifikasi data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan hak
ex officio salah satunya melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama

se-D.l. Yogyakarta dan studi dokumentasi yang terkait.
b. Reduksi data

Pada tahap ini difokuskan pada hal-hal yang penting serta menghapus
data yang tidak berpola dengan cek silang antara hasil wawancara dengan

dokumen yang terkait.

* Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan bila cara pengambilan sampel
dilakukan sedemikian rupa, sehingga keterwakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan
pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman, Lihat Sugiyono, Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), him. 124.

*> Moh. Nizar, Metodologi Penelitian....., him. 346.
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Interprestasi data

Setelah dipaparkan data yang spesifik pada tahap ini peneliti
menginterpestasikan data untuk mendiskripsikan data pada bagian-bagian
hasil penelitian dan pembahasan. Langkah analisis yaitu untuk mempelajari
terhadap suatu peristiwa dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya.

. Kesimpulan data

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang
sudah dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan gambaran akhir
tentang penerapan hak ex officio hakim terhadap hak mantan istri dan hak anak
pasca perceraian di Pengadilan Agama Se-DIY. Data yang telah terkumpul
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-
deduktif. Induktif yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus
atau spesifik dalam hal ini hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan
Agama Se-DIY. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data-data
yang bersifat umum yaitu hak ex officio hakim secara umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini berkaitan dengan penerapan
hak ex officio terhadap hak mantan istri dan hak anak perceraian di Pengadilan
Agama S-DIY. Kesimpulan ini ditarik dari hasil data dan diinterpestasikan

secara menyeluruh.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima
bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait
dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan, yang memaparkan mengenai latar
belakang masalah yang menjadi pokok bahasan masalah yang mana pokok
masalah ini menjadi titik awal dalam dalam pelaksanaan penulisan tesis ini.
Kemudian rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il mengulas gambaran umum tentang hakim sebagai penegak
keadilan, ijtihad hakim dalam menemukan hukum, hak ex officio hakim mulai dari
pengertiannya juga penggunaan hak ex officio itu sendiri, selanjutnya penjelasan
terkait hak-hak istri dan hak anak pasca perceraian.

Bab Il membahas tentang profil Pengadilan Agama Se-DIY, perkara-
perkara perceraian dan faktor-faktor terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan
Agama Se-DI1Y, praktek permohonan nafkah iddah dan muth’ah di Pengadilan
Agama Se-D.l. Yogyakarta, praktek permohonan pengasuhan anak dan nafkah
anak di Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta.

Bab IV menjabarkan tentang penerapan hak ex officio dan ijtihad hakim
sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri dan hak anak pasca perceraian di
Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta dimulai dari cerai talak, cerai gugat,

penetapan pengasuhan anak dan kepetingan terbaik bagi serta nafkah anak
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Bab V merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan dari hasil
penelitian dan analisis sehingga dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk

karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan-pembahasan bab-bab tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa hak ex officio hakim merupakan suatu kewenangan yang
dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu
permasalahan tertentu di luar peraturan perundang-undangan, artinya seorang
hakim tidak terikat dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ada,
karena hakim bukanlah corong Undang-undan tetapi hakim bisa mengembangkan
makna pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk tujuan penyelesaian
kasus yang sedang dihadapi, namun kewenangan ini harus tetap berada didalam
kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakkan keadilan dan kebenaran secara

sempurna.

Dalam hal kasus perceraian, hak ex officio bertujuan untuk melindungi
hak istri dan hak anak, tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja, ex officio
diperlukan juga dalam bidang ilmu hukum untuk melindungi setiap hak dan

terhadap siapa saja pemilik hak itu.

Hak ex officio hakim digunakan atau diterapkan Kketika istri tidak
mengetahui hak-hak yang didapat pasca perceraian seperti nafkah iddah, muth’ah,
madhiyah hakim pengadilan agama khususnya pengadilan agama di wilayah
Yogyakarta secara ex officio dapat menghukum bagi suami untuk memberikan

nafkah iddah dan muth’ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri,

115
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meskipun istri tidak mengajukan rekonpensi tentang nafkah iddah dan muth’ah
maupun madhiyah kepada suami. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ¢ Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa
pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya

perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Sedangkan hadhanah atau pengasuhan anak pasca perceraian
menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi dan
menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak.
Meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya
sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun
secara psikis. Dalam hal biaya dan nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban ayah
terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim hakim
pengadilan agama khususnya pengadilan agama di wilayah Yogyakarta secara ex
officio dalam menentukan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami.
Didalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu

kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.l. Yogyakarta dalam

menggunakan hak ex officio adalah:

1. Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal tersebut
menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami

untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban
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bagi mantan istri. Kata “dapat” dalam pasal tersebut ditafsirkan boleh secara
ex officio sehingga memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah
iddah , muth’ah serta nafkah anak walaupun tidak ada tuntutan dari pihak
istri.

2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah
yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk
menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang
perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak suami dan istri
dan juga barang-barang yang menjadi hak bersama

3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut
mengatur akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan muth’ah yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah,
maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa iddah.

4. Asas equality before the law, yaitu adanya suatu kesetaraan dalam hukum
pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Jadi, Penggugat/Pemohon

dan Tergugat/Termohon mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh hakim
Pengadilan Aganma Se-D.l. Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan sebelum
hakim menggunakan dalam mengambil keputusan dan ini juga bisa digunakan
oleh para hakim pengadilan agama di luar wilayah D.l. Yogyakarta. Pertama,

dari segi kepatutan. Artinya hakim dapat saja menggunakan haknya sebagali
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pejabat pencipta hukum dengan ex officio, jika hal itu telah dipertimbangkan dan
telah pula ditinjau dari berbagai segi, baik segi kemaslahatan maupun segi
kepentingan hak orang perorang. Kedua, dari segi kelayakan. Hakim dalam hal
ini  sebelum menggunakan hak ex officio harus terlebih dahulu
mempertimbangkan segala segi, kalau memang dianggap layak maka boleh
digunakan. Ketiga, dari segi keadilan. Keadilan bermakna menempatan sesuatu
pada tempatnya, memberikan yang menjadi haknya atau mencabut yang bukan
haknya, didasarkan pada prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di mata
hukum. Keempat, keberanian hakim. Setiap hakim dituntut harus berani
mengambil sikap dan keputusan pada saat yang tepat. Kelima, adanya tuntutan
subsider. Hakim dengan tuntutan subsider ini biasanya berbunyi “mohon putusan
yang seadil-adilnya” berhak menghukum seseorang untuk membayar nafkah atau

juga mencabut sebagian haknya.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan penjelasan
dan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri selama masih dalam
ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.

2. Hakim Pengadilan Agama khusunya yang berada di wilayah D.l. Yogyakarta
diupayakan bisa memilah dan memilih perkara mana saja atau hak apa saja
yang bisa diputus secara ex officio sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh
semua lapisan masyarakat baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat

kelas bawah.
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